BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil audit pemerintah
berupa opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat

persepsi korupsi di pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas

sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif
dan signifikan sebesar 0.829 terhadap persepsi korupsi. Hasil

penelitian ini mendukung penelitian Heriningsih dan Marita, 2012.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan berpengaruh positif dan
signifikan sebesar 3.792 terhadap persepsi korupsi. Hasil penelitian

ini mendukung penelitian Liu dan Lin, 2012.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil audit
berpengaruh negatif dan signifikan sebesar 3.904 terhadap persepsi
korupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Masyitoh dkk ,

2015, Liu dan Lin, 2012, dan Umar, 2012.
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6.2 Saran

Penelitian mengenai tingkat persepsi korupsi pemerintah daerah
provinsi NTT, yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian

yang lebih berkualitas, dengan mempertimbangkan saran di bawabh ini:

1. Untuk pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur, agar tetap
mempertahankan opini audit yang telah didapat yaitu WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian).

2. Untuk pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur, agar lebih
mengutamakan tindak lanjut audit agar mengurangi tingkat korupsi dan

persepsi korupsipun ikut menurun.

3. Pada Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang

mempengaruhi variabel persepsi korupsi.
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